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ABSTRACT

Educatingthelifeofthenationisthetaskofthestateagainsit’speople.Education

isthenobleidealthathasbeenoutlinedsincethisnationwasborn.Witheducation

thisnationcancontributewithothernationsintheworld.However,inreality

accesstoeducationinsocietyhasnotbeenevenlydistributed.Therearestill

areas,leadingandleftbehindthatrequirealotofeducationaltouch.Equityis

required foraccess to education so thatevery citizen who has the same

opportunityiseducated.Governmentprogram ssuchastheSM3TorBinaDaerah

program becomethechosenstrategy.However,itshouldbesupportedbythe

communityasaCivilSociety.Peoplemustalsomovetodevelopeducation.

Keywords:Expansion,equitableaccesstoeducation,Daerah3T(terdepan,terluar,

tertinggal).

ABSTRAK

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugasnegara terhadap rakyatnya.

Pendidikanadalahcita-citaluhuryangtelahdigariskansejakbangsainilahir.

Denganmengenyam pendidikanbangsainidapatberkontestasidenganbangsa

laindidunia.Akantetapidalam realitasnyaaksespendidikandalam masyarakat

belum merataseutuhnya.Masihterdapatdaerah,terdepanterluardantertinggal

yang membutuhkan banyak sentuhan pendidikan. Dibutuhkan pemerataan

terhadapaksespendidikanagarsetiapwarganegaramemilikikesempatanyang



sama mengenyam pendidikan. Program pemerintah seperti SM3T

maupunprogram Binakawasanmenjadilangkastrategisyangdiambil.Meskipun

demikian halitu harus didukung dengan peran serta masyarakatsebagai

CivilSociety.Masyarakatjuga harus bergerakuntukmelakukan pengembangan

pendidikan.

Katakunci:Perluasan,pemerataanakseskependidikan,Daerah3T (terdepan,

terluar,tertinggal).

PENDAHULUAN

Kebijakansebagaikeputusanlegalbukanjugaberartibahwapemerintahselalu

memilikikewenangan dalam menanganiberbagaiisu dan masalah publik.Setiap

pemerintahanbiasanyabekerjaberdasarkanwarisankebiasaan-kebiasaanpemerintahan

terdahulu.Rutinitasbirokrasiyangditerimabiasanyamerefleksikankeputusankebijakan

lama yang sudah terbukti efektif jika diterapkan. Dalam konteks ini, penting

dikembangkanproseskebijakanyangpartisipatifdandapatditerimasecaraluassehingga

dapatmenjaminbahwausulandanaspirasimasyarakatdapatdiputuskansecarateratur

danmencapaihasilyangbaik.Kebijakanpubliksebagaihipótesisartinyakebijakandibuat

berdasarkan teoridan proposisi-proposisisebab akibat.Oleh karena itu,kebijakan

hendaknya bersandarpada asumsi-asumsimengenaiprilaku.Halinipenting agar

kebijakanselalumendorongoranguntukmelakukansesuatu,sertamampumemprediksi

keadaandanmenyatukanperkiraan-perkiraanmengenaikeberhasilanyangakandicapai

dengan mekanisme mengatasikegagalan yang mungkin terjadi.Namun kebijakan

bukanlahlaboratorium tempatujicoba,karenasulituntukmengevaluasiasumsi-asumsi

prilaku sebelum sebuah kebijakan benar-benardilaksanakan.Pemerintah mungkin

memperkirakanbahwasebuahpaketpenguranganpajakakanmendapatresponpositif

darirakyat.Tetapi,hingga pemerintah mengumumkan pengurangan tersebutdan

mengukurdampaknya,parapengambilkebijakanharusselaluwaspadakarenaakibat

yangditimbulkankebijakantersebutbelum tentusesuaidenganperkiraansebelumnya.

Dalam konteks tersebut,pelajaran dan temuan-temuan darihasilimplementasi,

monitoringdanevaluasimenjadisangatpenting.Artinya,pembuatankebijakanyangbaik

didasarikemampuandalam memahamipelajaran-pelajarandaripengalamanpengalaman

kebijakandanmenerapkanpelajaranitudalam langkahperumusankebijakanberikutnya.

Olehkarenabanyaknyapemaindankepentingandalam perumusansebuahkebijakan,

mengintegrasikan pengalaman penerapan kebijakan dengan perbaikan kebijakan

berikutnya tidak selalu mudah dilakukan. Temuan-temuan dilapangan mengenai



konsewensi-konsekwensikebijakan perlu dicatatdan didokumentasikan secara baik

dalam sebuahnaskahkebijakansehinggadapatdipelajaridandisebarluaskan.Berkaitan

dengan kebijakan publik sebagaitujuan dimaksudkan kebijakan menjadialatuntuk

mencapaisebuah tujuan. Artinya,kebijakan publik adalah seperangkat tindakan

pemerintahyangdidesainuntukmencapaihasil-hasiltertentuyangdiharapkanolehpublik.

Pembuatkebijakan harus mampu merumuskan tujuan yang ingin dicapai,karena

kebijakantanpatujuantidakmemilikiarti,bahkantidakmustahilakanmenimbulkan

masalahbaru.Misalnya,sebuahkebijakanyangtidakmemilikitujuanjelas,program-

programnyaakanditerapkansecaraberbeda-beda,strategipencapaiannyamenjadikabur,

dan akhirnya para analis dan kritikus akan menyatakan bahwa pemerintah telah

kehilangan arah.Dalam kenyataannya,pembuatkebijakan seringkalikehilangan arah

dalam penetapantujuan-tujuankebijakan.Solusikerapkalidipandanglebihpentingdari

masalah.Padahalyangterjadiseringkalisebaliknyadimanasebuahsolusiyangbaikakan

gagaljikaditerapkanpadamasalahyangsalah.Dalam konteksini,identifikasimasalah

dankebutuhanmenjadisangatpenting.Olehkarenaitukebijakanyangbaikdirumuskan

berdasarkanmasalahdankebutuhanmasyarakat.Dengandemikian,kebijakanyangbaik

akandapatmerumuskansecaraeksplisitpernyataanresmimengenaipilihantindakan

yang akan dilakukan,dan teori,proposisidan modelsebab-akibatyang mendasari

kebijkan,sertahasil-hasilyangakandicapaidalam kurunwaktutertentu.Artinya,dalam

sebuah lingkaran perumusan kebijakan,pilihan-pilihan tindakan yang legaldibuat

berdasarkanhipótesisdariproposisiproposisiberbagaiteorigunamencapaitujuan-tujuan

kebijakanyangditetapkan.Rumusanyangsederhanainimenunjukkanhubunganantara

ketigadimensikebijakandiatas.Artinya,kebijakanpubliksebagaipilihantindakanlegal,

sebagaihipótesisdansebagaitujuanmerupakantigaserangkaiyangsalingberkaitan

satu sama lain sehingga ketiganya merupakan prasyaratsekaligus tantangan bagi

kebijakanpublikyangefektif.1

METODEPENELITIAN

Metodepenelitianyangdigunakanadalahmetodepenelitiankualitatif.Penelitian

kualitatifadalahpenelitianyangbersifatdeskriptifdancenderungmenggunakananalisis.

Proses dan makna (perspektifsubjek)lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang lebih dalam,

mengembangkanteori,danmenggambarkanrealitasyangkompleksitasfenomenayang

1AminuddinBakry,“KebijakanPendidikanSebagaiKebijakanPublik,”JurnalMEDTEK2,no.
April(2010):1–13.



diteliti.

penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan adalah penelitian yang

menggambarkanataumelukiskanobjekpenelitianberdasarkanfakta-faktayangtampak

atau sebagaimana adanya.Nawawidan Martini/1996:73,penelitian yang berusaha

mendeskripsikanseluruhgejalaataukeadaanyangadayaitukeadaangejalamenurutapa

adanya.karenamenggunakanpenelitianyangbersifatdeksriptifberartisumberdatadi

ambildarifakta-faktayangadaatauyangsebenarnyadenganberdasarkantopikyang

diangkatyaitu perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang

bermutu.

HASILDANPEMBAHASAN

Pendidikanmerupakankegiatanyangsangatkompleks.Hampirseluruhdimensi

kehidupanmanusiaterlibat.Dalam prosespendidikanbaiksecaralangsungmaupuntidak

langsungdalam prosespendidikanadaunsurpolitik,ekonomi,hukum,sosial,budaya,

kesehatan,psikologis,sosiologis,bahkanagama.Bagaimanapunpenangananpendidikan

harusmempertimbangkandimensi-dimensitersebutagarstrategidankebijakanyang

ditempuhbenar-benarmengantarkanIndonesiapadatujuanyangdicita-citakan.

Begitu penting dan urgen pendidikan bagimanusia,maka kebutuhan akan

pendidikanbermutuselainharapansemuaorang,jugamerupakansaranautamauntuk

menghasilkansumberdayamanusiayangmampumemaksimalkanpotensidiriyang

dimilikisertamampumengelolasumberdayaalam secarabijaksana.Halinisejalan

denganvisipendidikannasionalyaituterwujudnyasistem pendidikansebagaipranata

sosialyangkuatdanberwibawauntukmemberdayakansemuawarganegaraIndonesia

berkembangmenjadimanusiaIndonesiayangberkualitassehinggamampudanproaktif

menjawabtantanganzamanyangselaluberubah.

Mutupendidikantentumerupakancita-citasemuapihakyangterlibatdalam dunia

pendidikan tersebut.Setidaknya ada dua alasan penting mengapa mutu pendidikan

menjadisangatpenting.Pertama,Aspek persaingan,persaingan terjadibaik antar

lembagapendidikanmaupundenganduniakerja.Saatinisetiapcalontenagakerjaharus

dibekalidenganpendidikanyangbermutuuntukmendapatkanpekerjaanyanglebihbaik.

Kedua,Munculnyakebebasandanotonomibagiinstitusipendidikanyangmengharuskan

pentingnyamutudisetiapjenis,jalur,danjenjangpendidikan.



Upayamenghadirkanpendidikanbermututentusajabukanmerupakanpekerjaan

yangtanpahalangan.Kondisisaatinimenunjukkanbahwameskipunberbagaiupaya

peningkatanmutupendidikantelahdilakukan,sepertipengembangankurikulum nasional

dan lokal,peningkatan kualitas guru,pengawas,kepala sekolah melaluiberbagai

pendidikandanpelatihan,pengadaandanperbaikansaranasertaprasaranapendidikan

danlainsebagainya.Namunrealitasmenunjukkanbahwamasihterdapatkesenjangan

mutupendidikanantaraberbagaijenis,jenjangdanlembagapendidikan.2

Berkaitandenganhaltersebut,kepalasekolahsebagaileader(pemimpin).Dalam

teori kepemimpinan setidaknya kita mengenal dua gaya kepemimpinan yaitu

kepemimpinanyangberorientasipadatugasdankepemimpinanyangberorientasipada

manusia.Dalam rangkameningkatkankompetensiguru,seorangkepalasekolahdapat

menerapkankeduagayakepemimpinantersebutsecaratepatdanfleksibel,disesuaikan

dengan kondisidan kebutuhan yang ada.Kepemimpinannya tersebutharusdidukung

dengankepribadianyangbaik.Sejauhmanakepalasekolahdapatmewujudkanperan-

perandiatas,secaralangsungmaupuntidaklangsungdapatmemberikankontribusi

terhadappeningkatankompetensiseluruhkomponenpendidikan,yangpadagilirannya

dapatmembawaefekterhadappeningkatanmutupendidikandisekolah.3

Kepalasekolahsebagaisupervisorataupengawasyangtugaskandilembaga

Depag maupun Diknas,harus benar-benarmengertibantuan apa yang sebenarnya

dibutuhkanolehgurudalam melaksanakandanmeningkatkankualitasprofesionalnya.

Meningkatkan mutu pembelajaran menjadi landasan profesionalisme supervisi

pendidikan.Karenanyadiperlukanperubahandanpengembanganvisiberorientasipada

mutu,kecerdasansiswa,danparadigmabarupendidikan.

Pengawasadalahorangyangdiberitanggungjawabtugasdantanggungjawab

oleh pejabatyang berwenang untuk melaksanakan kepengawasan akademik dan

pengawasanmanajerialpadasatuanpendidikan/sekolah.

Supervisiberfungsimembantu (assiting)memberisupport(supporting)dan

mengajak mengikutsertakan (sharing).Dilihatdarifungsinya,tampak dengan jelas

peranansupervisiitu.Perananitutampakdalam kinerjasupervisoryangmelaksanakan

tugasnya.Mengenaiperanansupervisidapatdikemukakanberbagaipendapatparaahli.

MenurutPeterF.OliviaSeorangsupervisorberperansebagai:

1.Sebagaikoordinatoriadapatmengkoordinasikanprogram belajarmengajar,

2, تتتتاا NoTitle تتتت ,n.d.
3ASTUTIASTUTI,“PeranKepalaSekolahSebagaiSupervisorDalam MeningkatkanMutu

Pendidikan,”Adaara:JurnalManajemenPendidikanIslam 5,no.1(2019):435–449.



tugas-tugasanggotastafsebagaikegiatanyangberbedabedadiantaraguru-guru.Contoh

konkretmengkoordinasitugassatumatapelajaryangdibinaolehberbagaiguru.

2.Sebagaikonsultaniadapatmemberibantuan,bersamamengkonsultasikan

masalahyangdialamigurubaiksecaraindividualmaupunsecarakelompok.Misalnya,

kesulitandalam mengatasidalam tahapmukakelas.

3. Sebagai pemimpin kelompok ia dapat memimpin sejumlah staf

mengembangkankurikulum,materipelajarandankebutuhanprifesionalguru-gurusecara

bersama.Sebagaipemimpinkelompokiadapatmengembangkanketerampilandarikiat-

kiatdalam bekerja untuk kelompok,bekerja dengan kelompok dan bekerja melalui

kelompok.4

1.ANALISISKEBIJAKAN

Kebijakanseringkaliditerjemahkandenganpolitikaturanprogram keputusanundang-

undangperaturanKonvensiKetentuankesepahamandanrencanastrategislainnya

Ada yang menyebut"policy"dalam sebutan kebijaksanaan,padahalmaknanya

berbedadengankebijakan.Dimanakebijaksanaanmencerminkankearifanseseorang,

sedangkan kebijakan merupakan aturan tertulis hasilkeputusan resmiorganisasi.

Misalnya,kebijakandidefinisikansebagai:

a.Undang-undang

b.Peraturanpemerintah

c. Keputusanpresiden

d.KeputusanMenteri

e.Peraturandaerah

f. KeputusanBupatidan

g.KeputusanDirekturdanlainnya.

Dokumen kebijakan inisifatnya mengikat.Wajib dilaksanakan oleh sasaran

kebijakan.HalSenadadijelaskankebijakanmerupakankeputusanpemerintahbersifat

umum.Berlakuuntukseluruhanggotamasyarakat(Abidin:2006).Begitujugakebijakanitu

memberiinformasipadakitatentangruanglingkupnyabersifatumum (makro)sedang

(meso)danmendetailatau(mikro).

Banyakahlimaupun akademisiturutserta memilikipendapatyang beragam

tentangkebijakansebagaiprosespengambilankeputusan,sebagaidijelaskanKoontzdan

4, تتتتاا NoTitle تتتت .



Donnell (1987) yang mengemukakan kebijakan (policy) adalah pernyataan atau

pemahamanumum berisikanpedomanpemikirandanprosespengambilankeputusan

yangmengikatdanmemilikiesensipadabatasantertentudalam pengambilankeputusan.

(William N.Dunn,2004).Kebijakanmerupakanrangkaiantindakanyangmemiliki

tujuantertentudiikutidandilaksanakanolehpelakuatausekelompokpelakulainnyaguna

memecahkansuatumasalahyangmenjadiperhatianbanyakpihak.

Pakarlainnyakebijakanmenjadibagiandariperencanaangunamempersiapkan

seperangkatkeputusanyangberhubungandenganbiaya,personiljadwaluntukmencapai

tujuan (goals)yangdilakukanolehsejumlahaktorterdiripimpinan,bawahan,lembaga

pemerintah,atauswastadalam suatubidangataukegiatantertentu(Wahab:1997).Begitu

jugaCharlesLinndblom (1968)kebijakanituberkaitaneratdenganprosespengambilan

suatukeputusankarenapadadasarnyasamamemilihdiantaraalternatifyangtersedia.

HalSenadadiungkapkanMaskuri(2017)kebijakanadalahsebuahprinsipataucarayang

digunakanuntukdipilihdalam prosesmengarahkanpengambilankeputusan.

Penggunaan istilah kebijakan oleh agen-agen pemerintah seringkaliuntuk

menggambarkanrentangkegiatanyangberbeda-bedamencakupa.Definisib.Tujuanc.

Menentukan prioritas d.Menyusun rencana dan e.Menspesifikasikan aturan-aturan

keputusandalam rentangkegiatankebijakanbisadiidentifikasibeberapakomponendari

kebijakanyaitugoal,plans,program,decision,effect(Jenkins,1978:15).

HalSenadadijelaskandasar-dasarkebijakanyaitu:

a.Suatupenegasandantujuan

b.Keputusan untukmengaturmengendalikan mempromosikan melayanidan

mempengaruhilingkungankewenangan

c. Panduantindakanrasional

d.Strategigunamemecahkansuatumasalah

e.Perilakuyangmempunyaisanksi

f. Norma,konsistensi,peraturan,dansubstantil

g.Keluarandalam sistem kebijakan,dan

h.Pengaruhdalam pembuatankebijakanyangmengarahpadaimplementasidan

sasaran(DukedanCanady,1991).

Dariberagamnyapemahamantentangkebijakandariberbagaipakardantokoh

manajemendiatasdapatditarikbenangmerahkonsepsikebijakansebagaiaturanatau



ketentuanyangtertulisdankeputusanformallembagaatauorganisasisifatnyamengikat

mengaturperilaku orang guna mencapaitujuan menciptakan tata nilaibaru dalam

institusiatau organisasi.Kebijakan jugajadireferensiparaanggotaorganisasiatau

institusidalam berperilaku(behavior)ataukebijakanbersifatproblem solvingdanproaktif.

Berbedadenganperaturandanhukum sertakebijakanbisalebihadaptifdaninterpretatif

mengaturapayangbolehdantidakboleh.Kebijakanmestinyabersifatumum sajatanpa

menghilangkancirilokalspesifik.Olehkarenaitukebijakanbisamemberipeluangdi

maknaisesuaikondisiyangada.Asumsitentangkebijakanmempunyaistatuskhusus

dalam model rasional sebagai unsur yang secara relatif bertahan dalam uji

konsistensinya.Dengan demikian,kita bisa berbicara tentang kebijakan luarnegeri,

kebijakansosial,ataukebijakanpemasaran,kebijakanpendidikan,dimanaseolah-olah

istilah itu menunjukkan kebijakan lokaldan suatu tema universal,cara manipulasi

lingkunganeksternaldariorganisasidanmenggunakantindakanbertujuantertentu.5

2.LANGKAH-LANGKAHDALAM PERLUASANDANPEMERATAANMEMPEROLEH

PENDIDIKAN

Padajenjangpendidikanformal,secaraumum perluasanaksesdanpeningkatan

pemerataanpendidikanmasihmenjadimasalahutama.Dalam halinianak-anakyang

memerlukan perhatian khusus(children with specialneeds)jugabelum sepenuhnya

mendapatlayananpendidikansecarabaik,termasukdalam pendidikandasar.Anak-anak

yangtergolongkedalam kelompokiniadalahmerekayangmempunyaikelainanfisik,

emosional,mental,sosial,dan/ataumemilikipotensikecerdasandanbakatistimewa.

Pemerataan dan perluasan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang

dilaksanakanolehpemerintah,baikPemerintahPusatmaupunPemerintahDaerah.Dalam

mengimplementasikan suatu kebijakan publik,maka harus dilaksanakan dengan

perencanaan yang matang (planning).Dalam membicarakan planning (perencanaan)

pembangunan,maka setidak-tidaknyaadaduapendekatan yang harusdipergunakan

sebagaimetodependekatan,yaitu:

a.Pendekatansecaraadministrasinegara(publicadministration)

b.Pendekatansecaramanajerial(managementapproach).

Pendekatandengancaramanapundipergunakan,baiksecaraadministrasinegara

manapunsecaramanajerial,kedua-duanyapastiterkaitdengantigamacam aspek,yaitu:

a.Aspekfilsafat

5Arwildayanto,ArifinSuking,andWarniTuneSumar,AnalisisKebijakanPendidikanKajian
Teoritis,Eksploratif,DanAplikatif,2018.



b.Aspekhukum

c. Aspekpolitik.

Berkaitan dengan persoalan perluasan dan pemerataan pendidikan,maka

pelaksanaanperluasandanpemerataanpendidikanmerupakansuatukebijakanpublik

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusatdan Daerah secara komprehensifguna

mewujudkancita-citadariUUD1945yakni“…mencerdaskankehidupanbangsa”.

Diketahuibahwaanakmerupakangenerasipenerusbangsa,sehinggajaminan

pendidikanterhadapanakharuslahmenjadiperhatianpemerintah,baikPemerintahPusat

maupunPemerintahDaerah.Nasibanaktergantungdariberbagaifaktor,baikyangmakro

maupunmikro,yanglangsungmaupuntidaklangsung.Kemiskinan,perencanaankotadan

segalapenggusuran,sistem pendidikanyangmenekankanhafalandanbahan-bahanyang

tidakrelevan,komunitasyangpenuhdenganketidakadilan,dansebagainyatidakdapat

ditanganiolehsektor,terlebihkeluargaatauanakitusendiri.Perlindunganterhadapanak

adalahperjuanganyangmembutuhkansumbangansemuaorangdisemuatingkatan.

DiIndonesia,UUD 1945 merupakan acuan dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara (konstitusi)telah menjamin hak-hak dasardarianak-anak yang kondisi

sosialnyakurang beruntung.SepertihalnyaPasal34,Pasal38,akantetapijaminan

Negaraterhadapnasibanakanakyangkurangberuntungtersebutkadanghanyasebatas

retorikabelaka.Padarealitasnyamasihbanyakanak-anakyangputussekolah,masih

banyakanak-anakyangterlantardanmasihbanyakberbagaimacam persoalanlainnya

yang menyangkutanak yang belum mendapatperhatian penuh dariPemerintah,

khususnya permasalahan perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagianak

(masyarakat).Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebutperluasan

kesempatanbelajarmerupakansalahsatusasarandalam pelaksanaanpembangunan

nasional.Halinidimaksudkanagarsetiaporangmempunyaikesempatanyangsama

untukmemperolehpendidikan.Kesempatanmemperolehpendidikantersebuttidakboleh

dibedakanmenurutjeniskelamin,statussosial,agama,maupunletakgeografis.

Perluasan dan pemerataan pendidikan merupakan suatu padanan kata yang

memilikimaknayanghampirsama.Perluasanpendidikanlebihmenekankanbagaimana

upaya pemerintah untuk mengadakan sarana dan prasaran pendidikan,kemudian

penyediaan saranadan prasarantersebutmencapaiseluruh pelosoknusantaraatau

daerah-daerahterpencil.Pemerataanpendidikanmemilikiartiyanglebihmenekankan

bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah agarseluruh masyarakatdapat

memperolehhakyangsamadidalam mengaksespendidikan.Dengankatalain,tidakada



perbedaanantarasimiskindansikaya,demikianjugatidakterdapatperbedaanantara

masyarakatkotadanmasyarakatdesa.

Secara nasional,pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka

menciptakanpemerataanpendidikandiIndonesia.Diantaranyadenganmengalokasikan

anggaranpendidikansebesar20% dariAnggaranPendapatanBelanjaNegara(APBN),

membebaskan biaya bagisekolah dasar (SD),membuat program Dana Bantuan

OperasionalSekolah(BOS),hinggabagiSekolahMenengahPertama(SMP)danSekolah

MenengahUmum (SMU)mendapatkanbantuanbagisiswa-siswiyangkurangmampu.

Padasisilain,harusdiakuiupaya-upayapemerintahtersebutbelumlahberjalansecara

maksimal.Haliniditandaidenganmasihtingginyaangkaputussekolahyangterjadidi

tengah masyarakat,khususnya dariSMP menuju tingkatSMU,dan tidak menutup

kemungkinan pula terjadiangka putusekolah daritingkatSD menuju tingkatSMP.

PadahalpemerintahtelahmencanangkanWajibBelajarDuaBelasTahun(WAJAR 12

Tahun)yangsebelumnyaadalahWajibBelajarSembilanTahun.6

3.PENDIDIKANBERMUTU

TerkaitdenganmutuMardapimenyatakanbahwa,makaindikatordarikualitas

pendidikan adalah kompetensi lulusan,yaitu kemampuan yang dimiliki lulusan.

Kompetensilulusandapatberupakemampuanyangdimilikilulusandicirikandengan

pengetahuan,keterampilandanperilakuyangdapatditampilkan.Lebihjauhdiungkap

Mardapibahwa usaha memperbaikikualitas pendidikan dapat ditempuh melalui

peningkatankualitaspengajarandankualitasevaluasinya.Denganbegitu,setiapusaha

memperbaiki kualitas pendidikan Harus mencakup usaha untuk semakin

menyempurnakansistem evaluasiyangdigunakan.7

Astinmengungkapbahwaadatigahalyangharusdievaluasiagarhasilnyadapat

meningkatkan kualitas pendidikan.Ke-3 butirtersebutadalah masukkan,lingkungan

sekolahdankeluarnya(outataululusan).Terkaitdenganaktivitasbelajar,pendidikanhasil

belajarmerupakanaktivitasyangsangatpentingdalam prosespendidikan.Semuaproses

dilembagapendidikanformalpadaakhirnyaakanbermuarapadahasilbelajaryang

diwujudkansecarakuantitatifberupanilai.Hasilbelajarpesertadidiktidakterlalumudah

untukdinilai.Sebagaimanadiketahui,tujuanpembelajaranmeliputiranahkognitif,afektif,

dan psikomotor.Ranah pengetahuan (kognitif)dan sikap (afektif)relatifsulituntuk

diamati,meskipundapatdiukur.

6KekuasaanDanPendidikanetal.,“NoTitle”2,no.1(2016):53–64.
7MutuPendidikanetal.,“4603-10212-1-Pb”1,no.2(2012).



Rumusanterincisecarakonseptual,pendidikanyangbermututersuratdidalam

tujuan pendidikan nasional.Namun secara operasionalada lima tolok ukurdalam

menentukanpendidikanyangberkualitas,yaituakuntabilitas,akreditasi,otonomi,evaluasi,

danmanajemen(Sarbiran,1997:7-8).

Akuntabilitas mengacu pada efisiensidan produktivitas.Efisiensiberkaitan

denganpembiayaan,sedangkanproduktivitasterkaitdenganhasil.Semakinkecilbiaya,

tetapisemakinbesarproduknyaberartisemakinefisien.Semakinsedikitbiayayang

dikeluarkanoelhmasyarakatdanpemerintah,tetapihasilnyayangberupakenaikanSDM

dariparasiswa,merupakanprinsipefisiensi.

Akreditasidiarahkan untuk mencapaistandardisasimutu pendidikan.Dari

PendidikanDasar,SLTA,hinggaPerguruanTinggi,akreditasisangatpenting.Inijuga

untukmenghindaripemborosan.Palingtidak,tidaksia-siapemerintahdanorangtua

mengeluarkanbiayauntukanaknyabersekolah,jikamemanghasilnyamemuaskan.

Sudahsaatnyadalam pembaharuanpendidikandidalam masyarakatmadani,

otonomipendidikan mulaidigalakkan.Sekolah diberikewenangan untuk mengelola

sebagian dalam hal penjaringan guru, siswa, mengembangkan penelitian,

mengembangkanintradanekstrakurikuler,memanfaatkanwaktu,fasilitas,dankeuangan

dalam penyelenggaraannya.

Padaperiodeakhirmasapendidikan,melaluievaluasidapatdiketahuitingkat

keberhasilanpendidikan,misalnyadengannilaiUAN.UntuksaatiniUANmerupakansalah

satu indikator keberhasilan yang sangat menonjol. Namun “mendewakan” UAN

mengakibatkansekolahberlombalombauntuk“memompadanmengkarbit”siswanya

agarmeraihUANtinggi.Lebihcelakabilaunsurafektifdanpsikomotortidakterurusalias

terabaikan.

Manajemen sekolah secara otonom perlu ditingkatkan.Proses pembelajaran

hendaknyaberlakuprinsipkeseimbangan,yaitukeseimbanganprosesakademisatau

pembelajarandenganmelibatkanberbagaiinstansiterkaityanglebihdikenaldengan

humanrelationandpublicrelation.Denganketerlibatkaninstansiterkaitlinkandmacth

antaraduniapendidikandantuntutanduniakerjadapattercapai.SebagaimisalSMK

(STM danSMEA)melibatkanberbagaiperusahaandalam halmenentukankurikulum

sekolahsehinggalulusannyabetul-betuldibutuhkandimasyarakatsebagaipasarkerja.

Selain itu dengan manajemen ini,siswa dididik untuk mandiri,tidak hanya



menunggupasarkerja,tetapimenciptakanlapangankerja.8

4.SOLUSIDALAM MENGATASIMASALAH PERLUASAN DAN PEMERATAAN

MEMPEROLEHPENDIDIKAN

Untuk itu maka diperlukan perluasan akses dan peningkatan memperoleh

pendidikan.Halinimerupakansalahsatutuntutanmasyarakatuntuklayanandibidang

pendidikan.SemuaorangsepakatbahwabangsaIndonesiaadalahnegarayangmemiliki

kepulauandengankondisigeografisdankondisipendapatandaerahmaupunpenduduk

yangbervariasi.Haliniberimplikasipadabervariasinyacapaianpembangunantermasuk

didalamnyapembangunanpendidikan.Perbedaan-perbedaantersebutharusdifasilitasi

segeraagarterjadipeningkatansekaliguspemerataanmutupendidikan.Solusiyangbisa

ditawarkanmisalnyasepertisubsidisilangtenagaahli,dana,danfasilitas.Solusilainyang

mungkin dapatdiimplementasikan adalah penyediaan media yang memungkinkan

terjadinyapertukarandansubsidisilanginformasipembelajaran.

Didalam undang-undangnomor17tahun2007tentangRPJPN 2005-2025arah

pembangunanuntukRPJM ketigayaitudari2005sampai2019adalah“memantapkan

pembangunansecaramenyeluruhdiberbagaibidangdenganmenekankanpencapaian

dayasaingkompetitifperekonomianberlandaskankeunggulansumberdayaalam dan

sumberdayamanusiaberkualitassertakemampuanilmupengetahuandanteknologi

yangterusmeningkat.”23Untukitumakadalam prosesmeningkatkanpemerataanakses

pendidikandapatdilakukanmelaluibeberapacara:

a.Peningkatandayatampunginstansipendidikan.

b.Peningkatanpemerataanpendidikanmelaluipeningkatanefektivitasafirmatif

policy.Dapatjugadenganpenyediaanbeasiswakhususuntukmasyarakat

miskindanpenyelenggaraanpendidikanjarakjauhyangberkualitas.

c. Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas

penyelenggaraanpendidikan.

Kebijakanpadaaspekpemerataandanperluasanaksespendidikandiarahkan

padaupayamemperluasdayatampungsatuanpendidikansesuaidenganprioritasdaerah,

serta memberikan kesempatan yang sama bagisemua peserta didik dariberbagai

8GuruBerkualitasandMutuPendidikan,“GuruBerkualitasKunciMutuPendidikan,”Jurnal
IlmiahGuruCarakaOlahPikirEdukatif0,no.0(2013).



golonganmasyarakatyangberbedabaiksecaraekonomi,gender,lokasitempattinggal

danTingkatkemampuanintelektualsertakondisifisik.32wajibbelajar9tahunharus

dituntaskandenganmemperhatikanpelayananyangadildanmeratabagipendudukyang

menghadapihambatanekonomidansosialbudayamisalnyaPendudukmiskin,daerah

perbatasan,daerahterpencil,maupundaerahpascakonflik.strategiyangdipilihadalah

membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah,putussekolah serta

lulusan SD atau sederajatyang tidak melanjutkan ke SMP atau sederajatuntuk

memperolehlayananpendidikan.

Perluasanaksespendidikanmerupakansatudariempatskalaprioritasyangtelah

ditetapkanpemerintahmelaluiKemendikbudsertamenjadiarahpembahasanRNPK2018.

Pemerintahjugatelahcaramembukaaksespendidikandi122kabupatenataukotayang

masukkedaerahterdepan,terluardanTertinggalmelaluipembangunaninfrastruktur

fasilitasbelajar.selainitujugamendistribusikangurudiwilayah3T.Kucurandanayang

dianggarkan oleh Kemendikbud mencapai 3,1 triliun tahun untuk pembangunan

pendidikandidaerahpinggiranataudaerah3T.danatersebutuntukmembiayaisejumlah

program sepertipembangunanfasilitasfisik,sepertiunitsekolahbarudanruangkelas

barusertarehabilitasidanrevitalisasisekolahyangrusak,Disampingitujugatermasuk

program gizianaksekolahdanprogram sanitasisekolah.9

KESIMPULANDANSARAN

Pemerataan dan perluasan pendidikan adalah kebijakan publik yang harus

dilaksanakanolehpemerintahbaikpusatmaupundaerah.Itulahsebabnyapemerintah

pusat/daerahmenjaminterselenggaranyawajibbelajar.

Pemerataandanperluasanpendidikanataubiasadisebutperluasankesempatan

belajarmerupakansalahsatusasarandalam pelaksanaanpembangunannasional.Halini

dimaksudkanagarsetiaporangmempunyaikesempatanyangsamauntukmemperoleh

pendidikan.Kesempatanmemperolehpendidikantersebuttidakbolehdibedakanmenurut

jeniskelamin,statussosial,agama,maupunletakgeografis.

Untuk itu maka diperlukan perluasan akses dan peningkatan memperoleh

pendidikan.Halinimerupakansalahsatutuntutanmasyarakatuntuklayanandibidang

pendidikan.SemuaorangsepakatbahwabangsaIndonesiaadalahnegarayangmemiliki

kepulauandengankondisigeografisdankondisipendapatandaerahmaupunpenduduk

yangbervariasi.Haliniberimplikasipadabervariasinyacapaianpembangunantermasuk

didalamnyapembangunanpendidikan.Perbedaan-perbedaantersebutharusdifasilitasi

9AhmadSyafii,“PerluasanDanPemerataanAksesKependidikanDaerah3T(Terdepan,
Terluar,Tertinggal),”JurnalManajemendanPendidikanIslam 4,no.2(2018):153–171.



segeraagarterjadipeningkatansekaliguspemerataanmutupendidikan.Solusiyangbisa

ditawarkanmisalnyasepertisubsidisilangtenagaahli,dana,danfasilitas.Solusilainyang

mungkin dapatdiimplementasikan adalah penyediaan media yang memungkinkan

terjadinyapertukarandansubsidisilanginformasipembelajaran.

Adapun saran yang diberikan oleh penelitiyaitu pemerataan pendidikan di

Indonesiabelum berjalansecaramaksimal.masihbanyakwilayahdiIndonesiayang

pendidikannya masih dibawah standar.Telah banyak upaya yang dilakukan oleh

pemerintahuntukpemerataanpendidikandiIndonesia.Namun,upaya-upayatersebut

belum berjalan sebagaimana mestinya.Sehingga untuk memajukan pendidikan di

Indonesiamasihsangatjauhdarikesempurnaan.

Oleh karena itu,hendaknya pemerintah lebih mengusahakan pemerataan

pendidikandiIndonesia.Pemantauanpendanaandandistribusibarangdalam usaha

pemerataanpendidikanharuslebihditingkatkan.
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